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ABSTRAK

Perlindungan dalam proses persidangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah 
sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. 
Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak 
menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan 
mental, fisik dan sosialnya. Perlindungan terhadap anak sudah diatur dalam ketentuan 
hukum mengenai anak-anak. Khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur 
dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang 
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Bahwa Undang-undang No. 3 Tahun 
1997 memberikan pembedaan perlakuan dan perilindungan terhadap pelaksanaan hak- 
hak dan kewajiban anak, khususnya anak sebagai tersangka dalam proses peradilan 
pidana, yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan 
dan berakhir pada pelaksanaan pidana. Penerapan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak dalam kenyataanya telah berjalan cukup baik, tapi masih perlu 
adanya perhatian dari segi sarana dan perasarana yang perlu ditingkatkan supaya 
penerapan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 dapat berjalan lebih sempurna, untuk 
melindungi hak-hak anak dalam peroses persidangan Dalam proses peradilan pidana 
tertentu, khususnya dalam proses persidangan terhadap tindak pidana yang dilakukan 
oleh anak, Undang-undang No. 3 Tahun 1997 memberikan perlakuan khusus, yaitu 
proses persidangan dilakukan harus dalam suasana kekeluargaan, kemudian hak-hak anak 
yang menjadi tersangka juga diberikan perlindungan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 
2002 yang tujuan itu semua untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman 
terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membicarakan mengenai anak berarti membicarakan nasib manusia yang 

mungkin hari ini belum bermakna apapun, tetapi hari selanjutnya dialah yang ikut 

berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa itu 

sendiri pada masa akan datang. Tetapi anak juga dapat menimbulkan suatu 

permasalahan hukum tentang perilakunya.

Dengan adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang 

cepat, arus gelobalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta kemungkinan perubahan gaya dan cara hidup 

sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang sangat mendasar 

dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh besar terhadap nilai dan 

perilaku khususnya terhadap perilaku anak.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pengertian anak berada dalam 

penafsiran hukum yang negatifi Sebagai subjek hukum, anak memiliki tanggung- 

jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Akan tetapi, karena statusnya 

masih di bawah umur, maka si anak memiliki hak-hak khusus, hak untuk 

memperoleh normalisasi dari perilakunya yang menyimpang sekaligus tetap

1
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mengupayakan agar si anak memperoleh hak atas kesejahteraan layak dan masa 

depan lebih cerah.

Aiiak dikelompokkan sebagai orang yang lemah dan rawan. Kelompok 

sangat beresiko karena sifatnya tergantung kepada orang dewasa, karena tingkat 

usia, perkembangan fisik, mental, moral dan spiritualnya belum matang. Belum 

bisa berpikir seperti orang dewasa berpikir, belum mampu membuat keputusan 

(adjustment) mana yang baik dan kurang baik. Hingga kendati mereka dalam 

batas tertentu telah memiliki pendirian atau pilihan, namun karena keadaan 

mental dan fisik yang belum matang tadi, menyebabkan perbuatan atau 

keputusannya dianggap belum dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang 

sangat besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku keriminal 

seorang anak pada umumnya. Perilaku yang menyimpang ini menunjukan tanda- 

tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma sosial maka dari itu 

pemerintah membentuk suatu Undang-undang yang mempunyai tujuan dalam 

memperoses anak yang melakukan tindak pidana.

Mengenai faktor-faktor yang mendorong timbulnya kejahatan anak sangat 

kompleks sekali. Masalahnya terletak pada luasnya gerak ruang lingkup 

kehidupan manusia, yang saling berhubungan, saling pengaruh mempengaruhi 

serta kait mengait satu sama lain.1

NInflc Widiayanti dan Yulius Wakita, Kejahatan Dalam Masyarakat Dan 
Pencegahanya. Bina Aksara, Jakarta 1987 halaman 123.
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Masalah kriminalitas khususnya yang dilakukan Oleh anak adalah maSalah 

manusia yang berupa suatu kenyataan sosial, yang sebab musababnya kerap 

kurang dipahami. Adapun masalah kriminalitas yang dilakukan oleh anak 

cendrung terjadi karena adanya suatu hasil interaksi yang ada dan saling 

mempengaruhi. Dengan demikian, sangatlah pelik permasalahan yang menimpa 

anak-anak Indonesia pada saat ini, di satu sisi anak adalah merupakan sebagai 

penerus cita-cita bangsa, malah menjadi pelaku kejahatan.

Di Indonesia masalah kenakalan anak dirasa telah mencapai tingkat yang 

cukup meresahkan bagi masyarakat Kondisi ini memberikan dorongan kuat 

kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah ini, seperti suatu 

kelompok edukatif dilingkungan sekolah, kelompok hakim dan jaksa dibidang 

penyuluhan dan penegakan kehidupan kelompok. Demikian juga pihak 

pemerintah sebagai pembentuk kebijakan umum dalam pembinaan, penciptaan, 

dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Faktor lain yang tidak 

dapat dikesampingkan adalah peranan masyarakat dan keluarga didalam 

menunjang hal ini2

Adapaun yang dimaksud dengan anak adalah orang yang telah mencapai 

umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan 

belum pernah kawin (Pasal 1 butir 1 UU No 3 tahun 1997).3 Sedangkan yang 

dimaksud dengan Peradilan anak adalah sebuah sistem peradilan untuk anak

* Sudarsono, Kenakalan Rejnaja, Pt Rineka Cipta, Jakarta, 2004, halaman 2 
UU RI No. 03/1997, Tentang Pengadilan Anak, Asa Mandiri, Jakarta 2008, halaman 86.
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yang terintegrasi mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bantuan hukum 

dan pelayanan lainnya, hingga pemasyarakatan.4 Tetapi pengadilan anak adalah 

pmses yang lebih terfokus pada jalannya sidang anak atau pada tahap pengadilan.

Di Indonesia khususnya hanya memiliki aturan mengenai pengadilan 

anak, yaitu di dalam Undang-undang no 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 

Meskipun di dalamnya juga mengatur mengenai proses pra-pengadilan khusus 

untuk anak, tetapi hanya menyentuh persoalan acaranya saja, seperti batas masa 

tahanan, tata cara sidang anak, jenis-jenis hukuman.

Peradilan bagi anak yang melakukan penyimpangan pada hakikatnya 

bukan untuk menghukum tapi bertujuan untuk memberikan kepentingan yang 

terbaik kepada anak (the best interests of the child). Kepentingan terbaik anak 

adalah merupakan prinsip yang seharusnya melandasi dalam setiap kebijakan dan 

tindakan yang dilakukan oleh siapapun. Pasal 3 Konvensi Hak Anak 

menyebutkan, "Dalam semua tindakan yang menyangkut anak- anak, baik yang 

dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial Pemerintah atau swasta, 

pengadilan, para penguasa pemerintahan atau badan legislatif, kepentingan 

terbaik harus menjadi pertimbangan utama."

Sebagaimana Undang-undang pada umumnya, Undang-undang tentang 

perlindungan anak diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum 

dalam perlindungan terhadap hak anak mengingat:

4 Lilik Mulyadi. Pengadilan Anak A Indonesia. Mandar Maju, Bandung, 2005 halaman
2.
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1. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yaiig dalam 

dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya;

2. Artak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran 

strategis , dan mempunyai cirri dan sifat khusus yng diharapkan dapat 

menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara dimasa depan;

3. Anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan 

berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dan 

mempunyai akhlak yang mulia;

4. Pada kenyataanya masih terdapat banyak anak yang;

a. belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi

b. masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh

pendidikan yang wajar, apalagi memadai5

Secara yuridis formal masalah kenakalan anak ini ini telah memperoleh 

pedoman yang baku. Pertama-tama adalah hukum pidana yang pengaturanya 

tersebar dalam beberapa pasal, dan sebagai pasal yang embrional adalah Pasal 45, 

46, dan 47 KUHP. 6

Uniccf, perlindungan Anak berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak, Jakarta 2003. Halaman 4.
____Pasai 45* pasal 46 dan pasal 47 telah dicabut oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun
1997 Tentang Peradilan Anak.
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Disamping itu, KUH Perdata juga mengatur tentang kenakalan anak 

terutama pasal 302 dan segala pasal yang ditunjuk dan terkait Kondisis dualistic 

tersebut membawa konsekuensi logis yang berbeda dldalam sebutan, walaupun 

pada prinsip dasarnya sama. Kenakalan anak yang melawan kaidah hukum tertulis 

yakini KUH Pidana disebut “Anak Negara” dan sesuai dengan KUH Perdata 

disebut “Anak Sipil”7

Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat 

hukum yang lebih memadai. Dalam Undang-undang no 3 tahun 1997 ini telah 

ditentukan pembedaan perlakuan didalam hukum acaranya, dari mulai saat 

penyidikan hingga peroses pemeriksaan perkara anak pada sidang pengadilan 

anak. Pembedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh kitab Undang- 

undang hukum pidana, yang penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari 

makimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana 

mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.8

Pemisahan sidang anak dan sidang yang mengadili perkara tindak pidana 

yang dilakukan oleh orang dewasa memang mutlak adanya, karena dengan di 

campurnya perkara yang dilakukan oleh anak dan oleh orang dewasa tidak akan 

menjamin terwujudnya kesejahteraan anak. Dengan kata lain, pemisahan ini 

penting dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan perilakunya.

1 lbid, halaman 16.
1 Wagiati Soetodjo. Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2006 halaman 3.
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Tahapan beracara dalam pengadilan anak pada dasarnya sama dengari 

peradilan umum, yaitu peradilan pidana. Namun mengingat bahwa subjeknya 

adalah anak yang berbeda dengan subjek peradilan umum lain, maka terdapat 

beberapa perbedaan dan perlakuan khusus yang dibuat untuk kepentingan anak. 

Perbedaan dan perlakuan khusus tersebut antara laini

1. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur yang telah 

ditentukan dalam batas umur Anak Nakal, dan diajukan ke sidang 

pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, 

tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke 

Sidang Anak.

2. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau 

diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat 

dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.

3. Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak yang 

dimaksud dalam ayat 1 masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang 

tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali amak tersebut kepada 

orangtua, wali, atau orangtua asuhnya.

4. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak dapat lagi dibina oleh orangtua, 

wali, atau orangtua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada
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Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing 

Kemasyarakatan.9

Pertimbangan pidana dan perlakuanya terhadap anak-anak yang 

melakukan tindak pidana perlu mendapatkan perlakuan kasus, sebab pada 

peradilan anak ini keputusan hakim tersebut harus mengutamakan pada 

pemberian bimbingan edukatif terhadap anak-anak, di samping tindakan yang 

bersifat menghukum. Menurut Komisi Perlindungan Anak, tindakan hukuman 

terhadap anak seharusnya tidak hanya melihat aspek keadilan, namun keputusan 

peradilan lebih mengedepankan perlindungan terhadap anak.10

Menurut Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak juga 

telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu 

tindak pidana, baik dalam hukum acaranya maupun peradilannya. Hal ini 

dilakukan mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal 

tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, 

terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan 

perkembangan mental maupun jasmani anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang 

telah berlaku di Indonesia merupakan implementasi dari Konvensi Hak Anak. 

Dalam Konvensi Hak Anak tersebut dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas

^http^Avww. PengadUanAnak.com/ Indra Perdana, diakses tanggal 12 April 2009. 
Jakarta20Q7*^|GUn^n8 ^ Kuswendi, Perlindungan hukum terhadap anak, Geramedia,
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perlindungan, mencakup perlindungan dari segala eksploitasi, perlakuan kejaiii 

dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana. Berkaitan 

dengan hal tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-Undang tentang Pengadilan 

anak.

Kendati telah diberlakukan UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, 

nyatanya sistem peradilan anak yang terjadi di Indonesia masih kurang 

baik. Betapa pun dalam pertimbangan UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan 

Anak diakui bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu 

sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan 

bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, 

memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan 

dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan 

seimbang, namun nyatanya banyak anak-anak di Indonesia yang mengalami 

kezaliman secara hukumJadi dengan adanya Penegak Hukum

Jadi dengan adanya Undang-Undang No.3 tahun 1997 telah mencabut 

Pasal 45,46, dan 47 KUHP yang mengatur straf modus dan straf sort tentang 

System pemidanaan untuk anak, dengan tujuan semata-mata untuk memberikan 

perlindungan dari stigma pada jrwa anak dalam menjalani proses perkara pidana. 

Namun setelah berjalan selama 10 tahun undang-undang tersebut, pada tataran 

implementasinya dirasakan tidak dapat memenuhi tujuan dilahirkannya undang- 

undang; dimaksud, karena pendekatan yuridis formal lebih ditonjolkan dan 

tertutup dilakukannya upaya diskresi dalam mencari solusi perkara anak nakal,

namun
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adapun yang menjadi Proses penerapan Undang-undang No. 3 Tahuii 1997 Pasal 

5,6, 7,11 dan 13, dalam mengadilli anak yang melakukan tindak pidana.11

a. Tersangka atau terdakwa anak.

b. Penyidik anak.

e. Jaksa atau Penuntut Umum Anak

d. Penasehat Hukum Anak.

e. Hakim Anak.

f. Petugas Kemasyarakatan dan LembagaPemasyarakatan anak.

Maka dari sudut ini penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul:

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 TERHADAP

ANAK NAKAL

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan masalah yang terkait 

sebagai berikut :

Bagaimana proses penerapan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, dalam 

mengadili anak yang melakukan tindak pidana

11 UU RI No. 03/1997, Op-cit, halaman 65
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C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai

berikut:

Untuk mendeskripsikan proses penerapan Undang-undang No. 3 

Tahun 1997, dalam mengadili anak yang melakukan tindak pidana serta

tata caranya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna baik secara teoritis

maupun praktis.

1. Secara teoritis diharapkan :

Penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu

hukum, khususnya ilmu hukum pidana yang menyangkut bagaimana

peroses mengadili anak yang melakukan tindak pidana

2. Secara Praktis diharapkan :

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi, mengenai masalah yang 

terjadi yang berkaitan erat dengan masalah menerapkan perlakuan 

pemerintah terhadap anak nakal dengan adanya Undang-undang No. 3 

Tahun 1997 dan juga dapat Sebagai bahan masukan dan petunjuk yang 

dapat dipergunakan para hakim khususnya dalam mengatur perilaku 

yang menyimpang dari anak.
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E. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan melebar sehinga keluar dari 

pokok pembahasan permasalahan, maka penelitian dalam sekerlpsi ini hanya 

dibatasi pada faktor-faktor yang timbul akibat penerapan Undang-undang No. 3 

Tahun 1997 terhadap anak nakal dapat diterapkan sebagaimana mestinya.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan data yang memadai 

penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis, karena penelitian deskriptif

adalah penelitian yang mengambarkan tentang sesuatu hal didaerah tertentu 

dan pada saat tertentu.12

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum 

empiris, karena penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan Undang- 

undang No. 3 Tahun 1997, dalam mengadili anak yang melakukan tindak 

pidana. Dan metode ini juga didukung oleh data sekunder sebagai data 

pelengkap, oleh karena dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan studi 

kepustakaan.

^ 12 Bambang Waluyo. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.



13

3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data Kualitatif, sedangkan sumber data 

yang terdiri dari data primer dan data sekunder, dimana data primer sebagai 

data utama sedangkan data sekunder sebagai data penunjang. Data primer 

diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan sekunder diperoleh dari bahan 

hukum primer, skunder, tersier.13

(1) Bahan Hukum Primer, yaitu :

a) Undang-Undang Dasar 1945,

b) Undang-undang No. 1 Tahun 1946 kitab Undang-undang Hukum

Pidana

c) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang

hukum acara pidana

d) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak

(2) Bahan Hukum Sekunder, Yaitu: azas-azas hukum,yurisprudensi, dan

doktrin.

(3) Bahan Hukum Tersier, Yaitu : hukum penunjang yang memberi petunjuk 

dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

terdiri dari majalah, buku-buku literatur, kamus hukum, media cetak dan 

elektronik, serta bahan-bahan dari internet sepanjang memuat informasi 

yang relevan.

13 Ibid Halaman, 14.
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4. Populasi dan Sampel, 

a. Populasi

Populasi adalah Keseluruhan objek penelitian yang akan diteliti dalam hal 

ini objek penelitian terdiri dari:

1. Kepolisian Kota Besar Palembang*

2. Pengadilan Negeri Palembang;

3. Kejaksaan Negeri Palembang;

4. Lembaga Pemasyarakatan anak Kelas 1 Palembang

b. Sampel

Sementara sampel penelitian diambil secara Purposive Sampling, yaitu 

untuk menjamin unsur-unsur yang hendak diteliti masuk kedalam sampel 

yang ditarik dengan menetapkan syarat-syarat yang diperlukan 

penyusun. 14yaitu:

1. Penyidik Anak di Kepolisian Kota Besar Palembang.

2. Kepala Sub bagian umum pengadilan negeri Palembang.

3. Ajun Jaksa di Kejaksaan Negeri Palembang

4. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Kemasyrakatan Anak 

Kelas IIA Palembang.

U Bacang Songgono, Metodologi Penelitian Hukum, PTJtajaGrafindo Persada, 1997, Halaman 122-
123
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5. Lokasi.

Dalam penulisan skripsi ini melakukan penelitian di kota Palembang, 

karena di Palembang penulis menemukan objek yang akan di teliti.

6. Teknik Pengumpulan Data.

a. Studi Lapangan, yaitu untuk memperoleh data primer dengan 

menggunakan metode wawancara dan meode angket atau kuesioner 

kepada kepada sampel yang di teliti.

b. Studi Pustaka, yaitu mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum

yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini.

7. Analisis Data

Setelah seluruh bahan-bahan hukum tertulis diperoleh dan dikumpulkan 

melalui studi kepustakaan, penelitian kemudian mengklasifikasikan bahan- 

bahan hukum tertulis tersebut dianalisis dengan metode kualitatif dan 

sistematis yang dideskripsiksn dalam bentuk kalimat yang bersifht 

menguraikan permasalahan dan pada akhirnya menarik kesimpulan yang 

tujuannya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi

ini.
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